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ABSTRACT 

 Human rights are basic rights inherent in humans without exception. Even the 

protection of women's human rights is the center of attention globally. This is because women 

often receive discriminatory treatment and are considered weak so that they are limited in self-

development. The Indonesian state constitution has guaranteed the equality of men and women, 

as stipulated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution. This service activity aims to 

educate the public, especially students in the school environment, about women's human rights. 

This is because the protection of women's human rights has been regulated in various laws and 

regulations in Indonesia, one of which is through gender mainstreaming. This is important for 

students to understand because providing good understanding from an early age can effectively 

foster a good legal culture. This activity is a solution so that indications of gender injustice in the 

school environment can be avoided. So that the target audience in this activity are students and 

teacher representatives. The location of the activity was carried out at MAN 1 Bandar Lampung. 

The method used in this activity is through lectures and discussions. The results of the activity 

show that: understanding of Women's Human Rights in promoting Gender Mainstreaming in the 

School Environment has increased to 85% from the previous 45%. This is shown by several 

indicators including: Increased understanding and knowledge of human rights; women's human 

rights; types of women's human rights; and women's human rights in gender mainstreaming. In 

addition, this activity was successful due to the support from the University of Lampung, and the 

principal and teachers. 
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ABSTRAK 

HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia tanpa terkecuali. Bahkan 

perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan menjadi pusat perhatian secara global. Hal ini 

karena perempuan seringkali memperoleh perlakuan yang diskriminatif dan dianggap lemah 

sehingga terbatas dalam pengembangan diri. Dalam konstitusi negara Indonesia telah 

menjamin mengenai persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk 

mengedukasi masyarakat terutama siswa/i di lingkungan sekolah mengenai hak asasi 

perempuan. Hal ini karena perlindungan terhadap hak asasi perempuan telah diatur dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya melalui 

pengarusutamaan gender. Hal ini penting untuk dipahami oleh siswa/i karena pemberian 

pemahaman yang baik sejak dini dapat secara efektif menumbuhkan budaya hukum yang baik. 

Kegiatan ini menjadi sebuah solusi agar indikasi-indikasi ketidakadilan gender di lingkungan 

sekolah dapat dihindari. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Siswa/i dan 

perwakilan guru. Lokasi kegiatan dilaksanakan di MAN 1 lBandar lLampung. lMetode lyang 

ldigunakan ldalam lkegiatan lini lyaitu lmelalui lceramah, ldan ldiskusi. lHasil lkegiatan 
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lmenunjukkan lbahwa: lpemahaman ltentang lHak lAsasi lPerempuan ldalam lmendorong 

lPengarusutamaan lGender ldi lLingkungan lSekolah ltelah lmeningkat lhingga l85% ldari 

lsebelumnya l45%. lHal lini lditunjukkan ldengan lbeberapa lindikator ldiantaranya: 

lPeningkatan lpemahaman ldan lpengetahuan ltentang lhak lasasi; lhak lasasi lperempuan; 

ljenis lhak lasasi lperempuan; ldan lhak lasasi lperempuan ldalam lpengarusutamaan lgender. 

lSelain litu, lkegiatan lini ldapat lberhasil ldengan lbaik ldikarenakan ladanya ldukungan ldari 

lUniversitas lLampung, ldan lkepala lsekolah lserta lguru. 

Kata lKunci: lHak lAsasi lManusia lPerempuan, lKekerasan lSeksual, lKekerasan 

Terhadap lPerempuan 

 

PENDAHULUAN 

Perempuan ldan lanak-anak lmerupakan lkelompok lrentan lterhadap 

pelanggaran lham. lperlindungan ldan lpemenuhan lhak-hak lperempuan ldan lanak 

sangat ldiperlukan lserta lmenjadi lhal lyang lpenting lkarena lpermasalahan lyang 

dihadapi lperempuan ldan lanak lbegitu lbanyak. lDalam lUndang-Undang l1945 

tercantumkan lada lperlakuan lyang lsama lterhadap lperempuan ldan llaki-laki. lAda 

tanggungjawab lyang lsama luntuk lmelindungi lHAM lperempuan, ltanggungjawab 

pemerintah, lpemda lmengupayakan lperlindungan lkepada lperempuan. lkejahatan 

terhadap lperempuan lyang lselama lini lmenjadi lhambatan lbagi lperempuan luntuk 

bisa lmaju ldan lpunya lkesempatan lyang lsama ldengan llaki-laki. lTanggung ljawab 

bagi lKementerian luntuk lbisa lmeluruskan lpersepsi lyang lsalah lagar lmasyarakat 

tahu. lSebenarnya ldalam lkonsep lseperti lini lsasaran lyang ltepat ladalah 

memberikan lsosialisasi luntuk llaki-laki, lbapak-bapak. lKarena llaki-lakilah lyang 

bisa lmelindungi lperempuan, lbukan lperempuannya. L 

Tetapi lumumnya lsosialisasi lyang lkita llakukan lyang ldatang llebih lbanyak 

ke libu-ibunya. lKenapa lkita lingin llaki-lakinya lyang llebih lbanyak ldatang lkarena 

kita lingin lmemberi lmasukan lkepada lbapak ldan libu, lbetapa lpentingnya 

perempuan ldan lanak. lSebab ltidak lmungkin llaki-laki lhidup lsendiri ltanpa 

perempuan. lKarena lAllah lSWT lmenciptakan lmakhluk lberpasang-pasangan. 

Perempuan ldan lanak lsaat lini lmasih lmenjadi lkelompok lmasyarakat lyang 

tertinggal ldi lberbagai laspek lpembangunan lserta lpemenuhan lhak-hak lasasi pada 

umumnya, lseringkali lkelompok lperempuan ldan lanak lsering lrentan lterhadap 

pelanggaran lhak-hak lasasinya. lBerdasarkan ldata lpada ltahun l2018 ltercatat 

sebanyak l195 lkasus lkekerasan lfisik lmaupun lkekerasan lseksual lterhadap 

perempuan ldan lanak ldi lIndonesia. lPengaduan lkasus lkekerasan lterhadap 

perempuan lmeningkat lsekitar l14% ldari ltahun lsebelumnya l(Perempuan, l2020).  

Pada ltahun l2019 lmeningkat lsetidaknya l236 lkasus lyang lsudah lditangani 

oleh lMabes lPolri, ldimana lsebanyak l50% ldari lkeseluruhan lkasus lsudah 

ditangani lsecara ltuntas loleh lPolri, lAdanya lPerlindungan lPerempuan ldan lAnak 

di lDinas lBapermades l(Badan lPemberdayaan lMasyarakat lDesa). lDi lsisi llain 

kampus lsebagai lwahana lakademisi lharus likut lserta lberperan ldalam 

mengedukasi lterwujudnya lperlindungan ldan lpemenuhan lhak-hak lperempuan 

dan lanak-anak, lserta lmengupayakan ladvokasi lterhadap lpara lkorban lkekerasan 

perempuan ldan lanak-anak. lDengan lmelihat lbanyaknya lpersoalan lterhadap 
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perempuan ldan lanak. lakar lutama lmasih lbanyak lkekerasan lterhadap perempuan 

dan lanak ladalah ljuga lkarena lfaktor lkemiskinan lyang lmasih ldialami lperempuan 

di lbeberapa lwilayah ldi lIndonesia l(Harianti l& lSiregar, l2014) lFaktor lyang 

memicu ljuga lkarena lfaktor lbudaya ldan llingkungan, lfaktor leksternal ldan 

internal ltermasuk lbeberapa lkebijakan lyang ldibuat lnegara ljustru lmalah 

membuat ldiskriminasi lterhadap lperempuan, l l(Abdurrachman lAmalia, l2010 

2011) lpengabdian lini lbertujuan luntuk lmelakukan lpemenuhan ldan lperlindungan 

hak-hak lperempuan ldan lanak ldi ldepan lhukum. lHarapan ldengan ladanya 

penyuluhan ldan lpendampingan ltersebut, lperempuan ldan lanak-anak lmemiliki 

ilmu lmengenai lcara-cara lmenyelesaikan lkasus lkekerasan lbaik lfisik, lnon lfisik 

kepada lunit lterkait lkhususnya lunit lperlindungan lperempuan ldan lanak ldi depan 

hukum. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis lpenelitian lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah lpenelitian 

hukum lempiris, ljenis lpenelitian lini lmerupakan lsalah lsatu lcara lyang ldapat 

ditempuh luntuk lmendapatkan lkebenaran, lyaitu ldengan lmelihat lperaturan lyang 

ada ldengan lpelaksanaannya latau lkenyataan ldalam lmasyarakat. lJenis ldata lyang 

digunakan lyaitu lmenggunakan lbahan ldata lprimer ldan ldata lsekunder lyang 

terdiri ldari: lData lPrimer lyang lmerupakan ldata lyang ldiperoleh lsecara llangsung 

dari lsumber lutama lyakni lpihak lyang lmenjadi lobyek ldari lpenelitian lini. lData 

primer ldalam lpenelitian lini ladalah ldata lyang ldihasilkan lmelalui lwawancara 

secara llangsung ldengan linforman. lselanjutnya ldigunakan lData lSekunder lyaitu 

data lyang lmendukung ldata lprimer, lmencakup ldata llokasi lpenelitian ldan ldata 

lain lyang lmendukung lmasalah lpenelitian. lData lsekunder ldiperoleh ldari 

observasi ldan lliteratur lyang lrelevan ldengan lpenelitian lyang lsedang ldilakukan. 

l 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kitab lUndang-Undang lHukum lPidana l(KUHP) lyang ldigunakan ldi 

Indonesia, lbersumber ldari lWetboek lvan lStrafrecht lNetherland, lpembentuk 

Undang-Undang lmenggunakan listilah lstrafbaar lfeit luntuk lmenyebutkan lapa 

yang lkita lkenal lsebagai ltindak lpidana. lIstilah lstrafbaar lfeit, lterdiri ldari ltiga 

unsur lkata, lyaitu lstraf, lbaar, ldan lfeit. lStraf ldiartikan lsebagai lpidana ldan hukum, 

baar ldiartikan lsebagai ldapat latau lboleh, ldan lfeit ldiartikan lsebagai ltindak, 

peristiwa, lpelanggaran, ldan lperbuatan. lJadi listilah lstrafbaar lfeit ladalah peristiwa 

yang ldapat ldipidana latau lperbuatan lyang ldapat ldipidana. l(Amir lIlyas, l2012)  

Tindakan lasusila ladalah lperilaku lyang ltidak lsesuai ldengan laturan 

norma-norma latau lkaidah lkesopanan lyang lberlaku ldi lmasyarakat lsekitar. 

Penjelasan lsesuai ldengan lKUHP lbuku lII ltindakan lasusila lberkaitan ldengan 

kejahatan lseksual ldimana lkejahatan lseksual lmeliputi lpemerkosaan, lpenyiksaan 

seksual, lpelecehan lseksual ldan lyang llainnya. lDi ldalam lKUHP lperbuatan lasusila 

terhadap lanak ldisebut ldengan lperbuatan lcabul. lArti ldari lkata lcabul lmenurut 

KBBI ladalah lkeji ldan lkotor, ltidak lsenonoh l(melanggar lkesopananan ldan 

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1180429941&1&&
https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/1616219574
http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/mk/article/view/2667
http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/mk/article/view/2667


Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan  Agama Islam 

Vol 22 No 1 (2023)   288-294  P-ISSN 1411-7673 E-ISSN 2776-5571 
DOI: 10.17467/mk.v22i1.2667 

  

291 |  Volume 22 Nomor 1  2023 
 

kesusilaan) lsedangkan larti ldari lasusila lsendiri ladalah lsikap latau lperaturan 

hidup. lMenurut lR. lSoesilo lmemberikan lpenjelasan lterhadap lperbuatan lcabul 

yaitu lsegala lperbuatan lyang lmelanggar lkesusilaan l(kesopanan) latau lperbuatan 

keji lsemuanya litu ldalam lnafsu lbirahi lkelamin l(R.Soesilo, l1996). 

Berdasarkan lUndang-Undang lNomor l11 lTahun l2012 ltentang lSistem 

Peradilan lAnak lmenyatakan: l“Anak lyang lMenjadi lKorban lTindak lPidana lyang 

selanjutnya ldisebut lAnak lKorban ladalah lanak lyang lbelum lberumur l18 (delapan 

belas) ltahun lakan lmegalami lpenderitaan lfisik, lmental, latau lkerugian lekonomi 

yang ldisebabkan loleh ltindak lpidana.” lSemua lanak lmempunyai lhak lyang lsama 

dalam lsuatu lnegara. L 

Hak lAnak ladalah lbagian ldari lhak lasasi lmanusia lyang lwajib ldijamin, 

dilindungi, ldan ldipenuhi loleh lorang ltua, lkeluarga, lmasyarakat, lnegara, 

pemerintah, ldan lpemerintah ldaerah. di lsetiap lnegara lhak lanak ltelah ldi latur 

dalam lUndang-Undang ldalam ltidak lterkecuali ldi lIndonesia lseperti lyang terdapat 

dalam lUndang-Undang lNomor l39 lTahun l1999 lTentang lHak lAsasi lManusia. 

Pemenuhan lHak lAnak lSebagai lKorban lTindak lPidana lKorban ldari ltindak pidana 

yang lpada ldasarnya ladalah lpihak lyang lpaling lmenderita lpada lsuatu tindak 

pidana ltetapi ljustru ltidak lmendapatkan lperlindungan lsebanyak lyang ldiberikan 

Undang-Undang lpada lpelaku lkejahatan. lPerlindungan lhukum lpada lkorban 

kejahatan lmerupakan lbagian ldari lperlindungan lmasyarakat, ldapat ldiwujudkan 

melalui lbentuk, lsepeti lmelalui lpemberian lkompensasi ldan lrestitusi lpada korban, 

pelayanan lmedis, ldan ljuga lbarupa lbantuan lhukum l(Mansur, l2006).  

Pada lprinsipnya lperlindungan lakan lhak-hak lseseorang lsebagai lsaksi ldan 

korban ltelah ldicantumkan ldalam lKUHAP, ltetapi lmengingat ljenis ltindak lpidana 

yang lsemakin lberagam ldan lmenimbulkan lefek lsebab lakibat lbagi lkeselamatan 

jiwa lkorban latau lkeluarganya, lpada ltahun l2006. lberkaitan ldengan ltindakan 

asusila lyang lterjadi ltelah lmelanggar lhak lanak ldi lantaranya lhak luntuk 

mendapatkan lperlindungan, lhak luntuk lberpartisipasi ldan lberbaur ldengan 

lingkungan lsekitarnya. lSecara lumum ltindakan lasusila lterhadap lanak ldi lbawah 

umur ljuga lmemberikan ldampak lyang lburuk lbaik ldampak lemosional lmaupun 

fisik lbagi lanak lsebagai lkorban. lDampak lsecara lemosional ldiantaranya lanak 

sebagai lkorban lmengalami ldepresi, lstress, lgoncangan ljiwa, lrasa ltakut 

berhubungan ldengan lorang llain. lSecara lfisik ldampak lyang ldirasakan lanak 

sebagai lkorban ladalah lpenurunan lnafsu lmakan, lsulit ltidur, lsakit lkepala, lluka 

ditubuh lakibat lpemerkosaan, ldan ljuga lmengalami lkehamilan lyang ltidak 

diinginkan. ldari ldampak lyang lditimbulkan ltindakan lasusila lmaka lperlu 

perlindungan lbagi lkorban lyang lharus ldi ltegakan lsesuai ldengan lUndangUndang 

yang lberlaku. ljika ldikaitkan ldengan ltindakan lasusila lyg lterjadi ldi llingkungan 

masyarakat ldan lsekolah, lperlindungan lterhadap lkorban ltidak ldiberikan lsecara 

maksimal lmengingat ldalam lkasus ltersebut lanak lsebagai lkorban ltetap lharus 

menjalankan lsanksi lyang lberlaku. ldalam lpermasalahan lini lseharusnya lanak 

sebagai lkorban lmendapatkan lperlindungan lsebagai lkorban lyang llayak ldan tidak 

memberatkan ldirinya lsebagai lkorban. 
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Diskriminasi lgender lbersumber ldari lberbagai lpelanggaran lHAM. 

Diskriminasi ltersebut lbisa lberbentuk lmarginalisasi l(peminggiran), lyang lbanyak 

terjadi ldi lbidang lekonomi, lsub-ordinasi l(penomorduaan), ladanya langgapan 

bahwasan lnya lperempuan llemah, lstereotype l(citra lburuk), lpandangan lburuk 

terhadap lperempuan, lviolence l(kekerasan), lyaitu lserangan lfisik ldan lpsikis, 

beban lkerja lberlebihan, lyaitu ltugas ldan ltanggung ljawab lperempuan lyang lberat. 

Istilah lpersamaan lsecara lkonvensional ldapat ldiartikan lsebagai l“hak luntuk lsama 

dengan lpria”. lDasar ldari lpendapat lini ladalah ladanya lfakta lbahwa lWanita sering 

mengalami lketidaksetaraan ldengan lpria ldalam lberbagai lhal, lseperti: kesempatan 

kerja, lpengupahan, lakses lpada ldan lpenikmatan lmanfaat lpelayanan lkesehatan, 

pendidikan, lhak-hak ldalam lkeluarga, lpolitik ldan llain lsebagainya. lMasalah lakan 

timbul ljika lpersamaan ldiartikan lsebagai lwanita lharus lmendapat lperlakuan yang 

sama ldengan lpria, lyaitu lwanita lmendapat lperlakuan lsama ldengan lpria 

tanpalmemikirkan lbahwa lada lperbedaan lkodrat, lyaitu lfungsi lreproduksi ldan 

perbedaan lberdasarkan lgender. lPrinsip lkewajiban lnegara lmenurut lKonvensi 

Wanita, lsecara lringkas lmeliputi: l 

a. Mencegah ldiskriminasi lterhadap lWanita.  

b. Melarang ldiskriminasi lterhadap lWanita 

c. Melakukan lidentifikasi ladanya ldiskriminasi lterhadap lwanita ldan 

lmelakukan llangkah-langkah luntuk lmemperbaikinya. 

d. Melaksanakan lsanksi latas ltindakan ldiskriminasi lkepada lWanita. 

e. Memberikan ldukungan lpada lpenegakan lhak lwanita ldan lmendorong 

lpersamaan, lkesetaraan ldan lkeadilan, lmelalui llangkah-langkah lproaktif. L 

f. Meningkatkan lpersamaan lde-facto lwanita ldan lpria. 

Secara lumum lperlindungan lhukum ldapat ldiartikan lsebagai lperaturan 

yang lberlaku ldi lIndonesia ldan lmemberikan lperlindungan lbagi lperempuan 

terutama ltindak lkekerasan, leksploitasi lmaupun ldiskriminasi ldi lberbagai laspek 

kehidupan, lbaik lsosial, lbudaya, lekonomi, lpendidikan, lsipil, ldan lpolitik. 

Pembentukan ldan leksistensi lhukum ltak llepas ldari ltujuan luntuk lmendapatkan 

penyelesaian lterbaik luntuk lpenanganan lsuatu lkonflik. lDalam lnegara lmodern 

seperti lsaat lini lmaka lhukum lmerupakan lsatu lpilihan, lakan ltetapi ltidak lmudah 

untuk lmencapai ltujuannya. l(Gayus, l2022) 

Kekerasan lterhadap lperempuan lbaik lyang lterjadi ldi lrumah, ltempat kerja 

dan ldi lmasyarakat lpada lumumnya lmerupakan lmanifestasi ladanya ltimpang lsiur 

dalam lhubungan llaki-laki ldan lperempuan. lBentuk lkekerasan lterhadap 

perempuan lmeliputi lkekerasan lfisik, lseksual, lekonomi, ldan lpsikologis lyang 

dapat ldilakukan lbaik loleh lindividu, lkomunitas lmaupun lnegara. lBeberapa 

kelompok lperempuan lseperti, lkelompok lperempuan lminoritas, lperempuan lpada 

masyarakat ladat, lTKW, lpembantu lrumah ltangga, lperempuan lmiskin ldi pedesaan 

atau ltempat lterpencil, lperempuan lmiskin ldi lperkotaan, lperempuan tahanan, 

anak lanak lperempuan, lperempuan lpenyandang lcacat, lperempuan llansia, 

perempuan ltergusur, lperempuan ldi lpengungsian, ldan lperempuan ldalam lkonflik 

bersenjata ladalah lkelompok lyang lsangat lrawan lterhadap lkekerasan. lKekerasan 

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1180429941&1&&
https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/1616219574
http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/mk/article/view/2667
http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/mk/article/view/2667


Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan  Agama Islam 

Vol 22 No 1 (2023)   288-294  P-ISSN 1411-7673 E-ISSN 2776-5571 
DOI: 10.17467/mk.v22i1.2667 

  

293 |  Volume 22 Nomor 1  2023 
 

kepada lperempuan lmerupakan lrintangan lterhadap lpembangunan, lsebab 

kekerasan ltersebut ldapat lmenimbulkan lakibat lakumulatif lyang ltidak lsederhana. 

Dalam lberbagai lpertemuan linternasional lbahkan ldapat ldikatakan lhal lini lada 

hubungannya ldengan lindeks lperkembangan lmanusia (human ldevelopment lindex)  

(Muladi, l2002). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

HAM lmerupakan lhak ldasar lyang lmelekat lpada lmanusia ltanpa lterkecuali. 

Bahkan lperlindungan lterhadap lHak lAsasi lPerempuan lmenjadi lpusat lperhatian 

secara lglobal. lHal lini lkarena lperempuan lseringkali lmemperoleh lperlakuan lyang 

diskriminatif ldan ldianggap llemah lsehingga lterbatas ldalam lpengembangan ldiri. 

Dalam lkonstitusi lnegara lIndonesia ltelah lmenjamin lmengenai lpersamaan 

kedudukan llaki-laki ldan lperempuan, lsebagaimana ldiatur ldalam lPasal l27 layat 

(1) lUUD lTahun l1945. 

Perempuan ldan lanak-anak lmerupakan lkelompok lrentan lterhadap 

pelanggaran lham. lperlindungan ldan lpemenuhan lhak-hak lperempuan ldan lanak 

sangat ldiperlukan lserta lmenjadi lhal lyang lpenting lkarena lpermasalahan lyang 

dihadapi lperempuan ldan lanak lbegitu lbanyak. lDalam lUndang-Undang l1945 

tercantumkan lada lperlakuan lyang lsama lterhadap lperempuan ldan llaki-laki. lAda 

tanggungjawab lyang lsama luntuk lmelindungi lHAM lperempuan, ltanggungjawab 

pemerintah, lpemda lmengupayakan lperlindungan lkepada lperempuan. lkejahatan 

terhadap lperempuan lyang lselama lini lmenjadi lhambatan lbagi lperempuan luntuk 

bisa lmaju ldan lpunya lkesempatan lyang lsama ldengan llaki-laki. lTanggung ljawab 

bagi lKementerian luntuk lbisa lmeluruskan lpersepsi lyang lsalah lagar lmasyarakat 

tahu. lSebenarnya ldalam lkonsep lseperti lini lsasaran lyang ltepat ladalah 

memberikan lsosialisasi luntuk llaki-laki, lbapak-bapak. lKarena llaki-lakilah lyang 

bisa lmelindungi lperempuan. 

Tindakan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-

norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat. Penjelasan dalam KUHP 

buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual yang mana kejahatan 

seksual meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual dan yang 

lainnya. Di dalam KUHP perbuatan asusila terhadap anak disebut juga dengan 

perbuatan cabul. Arti dari kata cabul menurut KBBI adalah keji dan kotor, tidak 

senonoh (melanggar kesopananan dan kesusilaan) sedangkan arti dari kesusilaan 

sendiri adalah sikap atau peraturan hidup. Menurut R. Soesilo memberikan 

penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar 

kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu 

birahi kelamin. 
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